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Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022)
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E. Isi Abstrak :

Indonesia merupakan negara yang berdaulat yang jelas disebutkan dalam Pasal 1

ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
“kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang
Dasar”. Secara hukum international setiap negara berhak mengatur segala
sesuatunya yang berkaitan dengan keamanan negaranya, keamanan penerbangan
bagi setiap penerbangan udara diwilayahnya (Pasal 12 Konvensi Chicago 1944),
dengan banyaknya wilayah ruang udara Indonesia berbatasan dengan negara lain
maka, Pemerintah Indonesia menerapkan penyesuaian batas flight information
region dengan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah kedaulatan
Indonesia yang salah satunya melaksanakan perjanjian dengan pemerintah
Singapura terkait pengaturan penerbangan sipil di wilayah ruang udara yang berada
di perbatasan Indonesia dengan Singapura dengan menetapkan Peraturan Presiden
Nomor 109 Tahun 2022. Adapun permasalahan penelitian ini yaitu: Apakah
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022 memenuhi prinsip-prinsip kedaulatan
wilayah ruang udara Indonesia? dan Bagaimana upaya menjaga kedaulatan wilayah
ruang udara di Indonesia?.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian
hukum normatif. Kesimpulan penelitian hukum ini yaitu: Posisi peraturan presiden
sebagai verordnung dan autonome satzung (aturan pelaksana dan aturan otonom)
berada di bawah undang-undang (formal gezetz) menurut hierarki peraturan
perundang-udangan, artinya peraturan presiden tidak boleh bertentangan dengan
undang-undang. Beberapa upaya yang dilakukan dalam menjaga kedaulatan
wilayah ruang udara Indonesia yakni melakukan pengamanan di wilayah ruang
udara Indonesia serta menindak setiap penganggaran udara.
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E. Contents of the Abstract

Indonesia is a sovereign state which is clearly stated in Article 1 paragraph (2) of

the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, "sovereignty is in the hands of
the people and implemented according to the Constitution”. In international law,
every country has the right to regulate everything related to the security of its
country, flight security for every air flight in its territory (Article 12 of the 1944
Chicago Convention), with the large amount of Indonesian airspace bordering other
countries, the Indonesian Government applies flight information region boundary
adjustments with countries directly adjacent to Indonesia's sovereign territory, one
of which is implementing an agreement with the Singapore government regarding
the regulation of civil aviation in the airspace located on the Indonesian border with
Singapore by stipulating. Presidential Regulation Number 109 of 2022. The
problems of this research are: Does Presidential Regulation Number 109 of 2022
fulfill the principles of the sovereignty of Indonesia's airspace? and How to
maintain the sovereignty of airspace in indonesia?

The research method used in this research uses normative legal research. The
conclusion of this legal research is: The position of presidential regulations as
verordnung and autonome satzung (implementing rules and autonomous rules) is
below the law (formal gezetz) according to the hierarchy of laws and regulations,
meaning that presidential regulations must not conflict with the law. Some of the
efforts made in maintaining the sovereignty of Indonesia's airspace are conducting
security in Indonesia's airspace and taking action against any air budgeting.

F.  Bibliography : 26 Books, 10 Legislation/International
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